
BUPATI BOYOLAU 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR S TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SALINAN

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran
strategis dalam mendukung pembangunan, perekonomian, 
dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan 
kesejahteraan umum, berlandaskan Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan perkembangan 
pembangunan, pertumbuhan perekonomian dan integrasi 
daerah diperlukan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan 
jalan yang menjamin keamanan, kelancaran, ketertiban, 
kenyamanan, dan keselamatan, maka diperlukan pengaturan 
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;

c. bahwa dalam melaksanakan Pasal 55 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu 
mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 
5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan di Kabupaten Boyolali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang....
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3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomqr 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6642);

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BOYOIALI 

dan
BUPATI BOYOLALI

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENjrUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan ' pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.

5. Menteri...
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5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas 
dan angkutan jalan.

6. Dinas Perhubungan yan^ selanjutnya disebut Dinas adalah 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas 
dan angkutan jalan.

7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu 
lintas jalan.

8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari 
satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan 
di ruang Lalu Lintas jalan.

9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan 
sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan 
lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan 
angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, 
serta pengelolaannya.

10. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan 
pembangunan jalan.

11. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian 
usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, 
pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas 
perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung 
dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan 
kelancaran Lalu Lintas.

12. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu 
keadaan terhindamya s^tiap orang dari risiko kecelakaan 
selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, 
kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

13. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu 
keadaan berlalu lintas dan penggunaan Angkutan yang 
bebas dari hambatan dan| kemacetan di jalan.

14. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah 
serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling 
terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan 
Angkutan jalan.

15. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang 
Lalu Lintas , terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi 
marka, rambu, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, alat 
pengendali dan pengamaiji pengguna jalan, alat pengawasan 
dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri 
atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

17. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang 
digerakkan oleh peralatAn mekanik berupa me sin selain 
kendaraan yang beijalan di atas rel.

18. Kendaraan
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18. Kendaraan Tidak Bermdtor adalah setiap Kendaraan yang 
digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

19. Kendaraan Bermotor Urijium adalah setiap Kendaraan yang 
digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan 
dipungut bayaran.

20. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang 
diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, 
dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas 
pendukung.

21. Parkir adalah keadaanj Kendaraan berhenti atau tidak 
bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan 
pengemudinya.

22. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum 
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan 
keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang 
dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.

23. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan 
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi 
Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di 
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel 
dan jalan kabel yang menjadi kewenangan Daerah.

24. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan 
menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen 
Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta 
tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan 
teknis dan laik Jalan. i

25. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang 
dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan 
Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang 
dioperasikan di Jalan.

26. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan 
kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan 
pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang 
hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis 
dampak Lalu Lintas.

27. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang 
berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau 
perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, 
perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.

28. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua 
dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa 
kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa 
rumah-rumah.

29. Badan
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29. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) 
yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang 
dapat dilekatkan hak dan kewajibannya.

30. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk Badan Hukum 
atau tidak berbentuk Ibadan Hukum yang didirikan di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu,

31. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang 
tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan 
dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang 
mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta 
benda.

32. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk 
pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil penumpang 
atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan peijalanan 
tetap, lintasan tetap, dan jenis Kendaraan tetap serta 
beijadwal atau tidak beijadwal.

33. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi 
satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang,

34. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling 
berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, 
penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan 
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

35. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
yang selanjutnya disingkat RAK Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan adalah dokumen perencanaan Keselamatan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalain untuk periode 5 (lima) tahun,

36. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah Kendaraan masuk 
atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang 
dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana 
pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan 
infrastruktur.

37. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana 
koordinasi an tar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan,

38. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang 
berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat 
Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan 
teknis dan laik Jalan.

39. Transportasi Intramoda adalah transportasi penumpang 
dan/atau barang yang menggunakan lebih dari satu sarana 
dalam satu moda transportasi dalam satu peijalanan yang 
berkesinambungan.

40. Transportasi
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40. Transportasi Antarmodaj adalah transportasi penumpang 
dan/atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda 
transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.

41. Jalan Desa adalah Jalan umum yang menghubungkan 
kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta 
jalan lingkungan.

42. Jalan Kabupaten adalah merupakan jalan lokal dalam 
sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan 
nasional dan jalan provihsi, yang menghubungkan ibukota 
kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota 
kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, 
antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem 
jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan 
strategis kabupaten.

Penyelenggaran Lalu 
memperhatikan asas:
a. transparan;
b. akuntabel;
c. berkelanjutan;
d. partisipatif;
e. bermanfaat;
f. efisien dan efektif;
g. seimbang;
h. terpadu; dan
i. mandiri.

5asal 2

Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 3

Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimaksudkan 
sebagai pedoman penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan guna mendorong perkembangan pembangunan, 
pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan; 

a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan 
moda Angkutan lain untuk mendorong perekonomian 
Daerah, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh 
persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung 
tinggi martabat bangsa;

b. terwujudnya....
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b. terwujudnya etika berlalj lintas dan budaya bangsa; dan
c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi 

masyarakat.
Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggamn Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
meliputi: !
a. penyelenggaraan;
b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
c. Manajemen dan Rekayask Lalu Lintas;
d. perlengkapan Jalan;
e. Analisis Dampak Lalu Lintas;
f. Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
g. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
h. Terminal;
i. Angkutan umum;
j. Kendaraan;
k. keselamatan Lintas dan Angkutan Jalan;
l. sumber daya manusia;
m. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
n. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan.

BAB II
PENYELENGGARAAN 

Pasal 6

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam 
kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau masyarakat.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Dinas 
meliputi:
a. penetapan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Kabupaten;
b. penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten;
c. pengelolaan Terminal ^numpang tipe C;
d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan 

fasilitas Parkir;
e. pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
f. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 

untuk jaringan Jalan Kabupaten;
g. persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk 

Jalan Kabupaten;

h. audit
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1.

J

h. audit dan inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten;
penyediaan Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang 
dan/atau barang dalam Daerah;
penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan 
Angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;

k. penetapan rencana [umum jaringan Trayek perkotaan 
dalam 1 (satu) Daerah;

l. penetapan rencana umum jaringan Trayek pedesaan 
yang menghubungkaii 1 (satu) Daerah;

m. penetapan wilayah loperasi Angkutan orang dengan 
menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang 
wilayah operasinya berada dalam Daerah; dan

n. penetapan tarif kelas ekonomi untuk Angkutan orang 
yang melayani Trayek antarkota dalam Daerah serta 
Angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah 
pelayanannya dalam Daerah.

(2) Penyelenggaraan Lalu j Lintas dan Angkutan Jalan 
sebagaimana dimaksud1 pada ay at (1) dilakukan secara 
terkoordinasi.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselenggarakan melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. >

(4) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh masing- 
masing instansi pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
dan dikoordinasikan dalam Forum Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan.

BAB III
RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS DAN 

ANGKjJTAN JALAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyus 
Jaringan Lalu Lintas dan 
kewenangannya.

lin dan menetapkan rencana induk 

Angkutan Jalan sesuai dengan

Pasal 9

(1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Kabupaten meliputi:
a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Kabupaten untuk antarkota dalam Daerah;
b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Kabupaten untuk perkotaan dalam Daerah; dan
c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Kabupaten untuk perdesaan dalam Daerah.
(2) Rencana .
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(2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Kabupaten disusun berdasarkan kebutuhan transportasi 
dan ruang kegiatan yang berskala Daerah.

(3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Kabupaten untuk antarkota, perkotaan, dan perdeseian 
dalam Daerah memuat: j
a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang 

menurut asal tujuan peijalanan lingkup Daerah;
b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Kabupaten I dalam keseluruhan moda
transportasi;

c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul skala Daerah; 
dan

d. rencana kebutuhan Huang Lalu Lintas skala Daerah.
(4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Kabupaten sebagaimaha dimaksud pada ayat (1) 
merupakan arahan dan pedoman untuk:
a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Kabupaten;
b. integrasi an tar dan intra moda transportasi tingkat 

Daerah;
c. penyusunan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Kabupaten;
d. penyusunan rencana umum jaringan Jalan Kabupaten;
e. penyusunan rencana umum Jaringan Trayek Angkutan 

perkotaan dan/atau perdesaan;
f. penyusunan rencana umum jaringan lintas Angkutan 

barang Daerah;
g. pembangunan simpul Daerah; dan
h. pengembangan teknologi dan industri Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Kabupaten.

Pasal 10

(1) Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten dilakukan oleh 
Bupati. j

(2) Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengah memperhatikan:
a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional; 

dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi; 
dokumen rencana tata ruang wilayah Daerah; 
dokumen rencana | pembangunan jangka panjang 

Daerah;
dokumen rencana induk perkeretaapian Daerah; 
dokumen rencana induk nasional bandar udara; 
dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan nasional; dan

h. dokumen

b.
c.
d.

e.
f. 
g-
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h. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan provinsi.

Pasal 11
Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati' setelah mendapat pertimbangan 
Gubemur dan Menteri,

BAB IV
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 12

(1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk 
mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan 
Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, 
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan.

(2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. penetapan prioritas Angkutan massal melalui

penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus;
b. pemberian priori tas keselamatan dan kenyamanan 

pejalan kakd;
c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas 

berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan 
aksesibilitas;

e. pemaduan berbagai moda Angkutan;
f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
g. pengendalian Lalu Lihtas pada ruas Jalan; dan/atau
h. perlindungan terhadap lingkungan.

(3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan: 
a. perencanaan;

pengaturan;b.
c.
d.
e.

perekayasaan; 

pemberdayaan; dan 

pengawasan.

Bagian Kedua 
Perencanaan

Paragraf 1 ...
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Paragraf 1 
Umum

Pasal 13

Perencanaan Manajemen i dan Rekayasa Laiu Lintas 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (3) huruf a 
meliputi:
a. identifikasi masalah Lalu Lintas;

inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas; 
inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan 
barang;
inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung 
Kendaraan;
inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas; 
penetapan tingkat pelayanan; dan
penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan 
jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

b.
c.

d.

e.
f. 
g-

Pasal 14

(1) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 
dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 
yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi 
dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai 
dengan kewenangannya.

(3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilakukan oleh 
Bupati, meliputi:
a. kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana 

dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
mengenai sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan;
kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan, 
mengenai Jalan;
Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai 
operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan 
pemerintah provinsi setempat.

(4) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 
oleh Bupati dilakukan setelah berkoordinasi dengan 
Pemerintah Daerah /kotalyang berbatasan.

b.

c.

d.

Pajragraf 2
Identifikasi Masalah Lalu Lintas

Pasal 15
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Pasal 15

Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf a bertujtian untuk mengetahui keadaan 
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan.

Pasal 16

Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 yang dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan 
kewenangannya, meliputi:
a. geometrik Jalan dan persimpangan;
b. struktur dan kondisi Jalan;
c. perlengkapan Jalan, baik yang berkaitan langsung maupun 

tidak langsung dengan pengguna Jalan dan bangunan 
pelengkap Jalan;

d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan Lalu Lintas;
e. penggunaan bagian Jalan selain peruntukannya;
f. penggunaan ruang Jalan;
g. kapasitas Jalan;
h. tataguna lahan pinggir Jalan;
i. pengaturan Lalu Lintas; dan
j. kineija Lalu Lintas.

Paragraf 3
Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas

Pasal 17

Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 hiiruf b bertujuan untuk mengetahui 
situasi arus Lalu Lintas dari aspek kondisi Jalan, perlengkapan 
Jalan, dan budaya pengguna Jalan.

Pasal 18

Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 yahg dilaksanakan oleh Bupati sesuai 
dengan kewenangannya, meliputi:
a. volume Lalu Lintas;
b. tingkat kerusakan Jalan; I
c. komposisi Lalu Lintas;
d. variasi Lalu Lintas;
e. distribusi arah;
f. pengaturan arus Lalu Lintas;
g. kecepatan dan tundaan Lalu Lintas;
h. kineija perlengkapan Jalgn; dan
i. perkiraan volume Lalu Lintas yang akan datang.

Paragraf 4
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Paragraf 4

Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang
dm Barang

Pasal 19

Inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c 
bertujuan untuk mengetahiii perkiraan kebutuhan Angkutan 
orang dan barang.

Pasal 20

Inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang 
dilaksanakan oleh Bupati, meliputi:
a. asal dan tujuan peijalanan orang dan/atau barang dalam 

Daerah;
b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah;
c. pemilahan moda dalam Daerah; dan
d. pembebanan Lalu Lintas di Daerah.

Paragraf 5

Inventarisasi dan Anajisis Ketersediaan atau Daya
I

Tampung Kendaraan 

l^asal 21

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung 
Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d 
bertujuan untuk mengetahuji dan memperkirakan kemampuan 
daya tampung Kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.

pjasal 22

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung 
Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang 
dilakukan oleh Bupati, meliputi:
a. asal dan tujuan peijalanan orang dan/atau barang dalam 

Daerah;
b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah;
c. pemilahan moda dalam Daerah; dan
d. kebutuhan Kendaraan di Daerah.

Paragraf 6

Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 23
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Pasal 23

Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 hiiruf e bertujuan untuk mengetahui 
dampak Lalu Lintas terhadap rencana pembangunan pusat 
kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan 
menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, 
dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 24
I

Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 yang dilakukan oleh Bupati sesuai 
dengan kewenangannya, meliiputi:
a. inventarisasi dan analisis Jalan yang terganggu fungsinya 

akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan 
infrastruktur;

b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur 
yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

c. analisis peningkatan Lalu Lintas akibat pembangunan pusat 
kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Paragraf 7
Penetapan Tingkat Pelayanan 

Ij'asal 25

(1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 huruf f bertujuan untuk menetapkan 
tingkat pelayanan pada suatu ruas Jalan dan/atau 
persimpangan.

(2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

(3) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:
a. rasio antara volume dan kapasitas Jalan;
b. kecepatan;
c. waktu perjalanan;
d. kebebasan bergerak;
e. keamanan;
f. keselamatan; |
g. ketertiban;
h. kelancaran; dan
i. penilaian pengemudi tjerhadap kondisi arus Lalu Lintas.

Paragraf 8

Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan Penggunaan 
Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas

Pasal 26
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Pasal 26

Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan 
Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 hunif g bertujuan untuk menetapkan rencana 
kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan 
Lalu Lintas dari aspek penyediaan prasarana Jalan, 
perlengkapan Jalan, dan optimalisasi manajemen operasional 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

i

Pasal 27

Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan 
Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 dilakukan oleh Bupati meliputi penetapan rencana 
kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan 
Lalu Lintas melalui:

penetapan kelas Jalan dan desain Jalan; dana.
b. penetapan kebijakan Lalu Lintas yang berlaku pada setiap 

ruas Jalan dan/atau persimpangan.

Bagian Ketiga 
Pengaturan

Pasal 28

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) 
huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya 
melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan 
gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.

Pasal 29

Kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang dilakukan oleh 
Bupati pada jaringan Jalan Kabupaten meliputi:

a.

b.

perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang 
bersifat umum di semua ruas Jalan Kabupaten; dan 
perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang 
berlaku pada masing-masing ruas Jalan Kabupaten 
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan 
Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 diinformasikan kepada masyarakat.

Bagian Keempat
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BagiWn Keempat 
Perekayasaan

Pasal 31

Perekayasaan sebagaimana idimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) 
huruf c, meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan 
pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung 
dengan pengguna Jalan.

fesal 32
(1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang 

berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:
a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan Jalan sesuai 

kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu 
Lintas yang telah ditetapkan;

b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan 
perlengkapan Jalan;

c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan Jalan;
d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan 

gambar teknis perlengkapan Jalan; dan
e. kegiatan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai 

kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu 
Lintas yang telah ditetapkan.

(2) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang 
berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31meliputi:
a. memantau keberadaan dan kineija perlengkapan Jalan;
b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang 

dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kineija 
perlengkapan Jalan;

c. memperbaiki atau1 mengembalikan pada posisi 
sebenamya apabila teijadi perubahan atau pergeseran 
posisi perlengkapan Jalein; dan

d. mengganti perlengkapan Jalan yang rusak, cacat atau 
hilang.

(3) Pengadaan, pemasangan, p>erbaikan, dan pemeliharaan 
perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan 
pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan 
kewenangannya.

Pasal 33
I

Perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna 
Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:
a. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
b. rambu Lalu Lintas;

c. marka
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c. marka Jalan;
d. alat penerangan Jalan;
e. alat pengendali pemakai Jalan, terdiri atas:

1. alat pembatas kecepatan; dan
2. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan.

f. alat pengaman pemakai Jalan, terdiri atas:
1. pagar pengaman;
2. cermin tikungan;
3. tanda patok tikungan [delineator);
4. pulau-pulau Lalu llintas; dan
5. pita penggaduh.

g. fasilitas pendukung k0giatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan; 
dan/atau >

h. fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan.

Bagian Kelima 
Peniberdayaan

Pasal 34

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) 
huruf d meliputi pemberian: i

a. arahan;
b. bimbingan; ,
c. penyuluhan; dan
d. pelatihan.

Pasal 35

Pemberian arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf 
a dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui 
penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen 
dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 36

Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya 
dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 37

Pemberian penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
huruf c dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38
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Pasal 38

Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
huruf d dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keenam 
Pengawasan

Pasal 39

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) 
huruf e, meliputi:
a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
b. tindakan korektif terhadap kebijakan.

asal 40

Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan oleh Bupati, 
berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas 
pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Kabupaten.

asal 41

(1) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan berdasarkan 
hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Bupati, sesuai dengan kewenangannya, 
dalam bentuk penyempumaan atau pencabutan kebijakan 
penggunaan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

BAB V
PERLENGKAPAN JALAN

Ba^an Kesatu 

Umum

Pasal 42

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum 
dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
a. rambu Lalu Lintas;
b. marka Jalan;
c. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
d. alat penerangan Jalan;
e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; 

dan
h. fasilitas.....
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h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

]5asal 43

(1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, 
perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan 
Jalan hams sesuai dengan pemntukan.

(2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan 
perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan, hasil analisis Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas. !

(3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, 
perbaikan, penghapusah, dan pengawasan perlengkapan 
Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Bupati, untuk Jalan Kabppaten dan Jalan Desa.

(4) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan 
Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 
berdasarkan standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 44

(1) Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau 
fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan di ruang 
milik Jalan dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi 
perlengkapan Jalan.

(2) Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan 
dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Ba^an Kedua 

Rambu Lalu Lintas
I

Pasal 45

(1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
humf a terdiri atas:
a. rambu peringatan;
b. rambu larangan;
c. rambu perintah; dan
d. rambu petunjuk.

(2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
humf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan 
ada bahaya di Jalan ataui tempat berbahaya pada Jalan dan 
menginformasikan tentang sifat bahaya.

(3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf 
b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang 
dilakukan oleh pengguna jalan.

(4) Rambu.....
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(4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib 
dilakukan oleh pengguna jalein.

(5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat 
melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi 
lain kepada Pengguna Jedan.

(6) Pengguna Jalan yang melanggar ketentuan sebagaimana 
diatur pada ayat (4) jdikenai sanksi sesuai ketentuan 

peraturan perundang- undangan.

kasal 46

(1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
ayat (1) dipasang secara tetap.

(2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan 
rambu Lalu Lintas sementara.

(3) Penempatan dan penggunaan rambu Lalu Lintas sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat perintah 
dan larangan dapat didukung atau dijaga oleh petugas dari 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Pada rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dapat Idilengkapi papan tambahan yang 
memuat keterangan tertentu.

Pasal 47

Untuk mencegah teijadinya kecelakaan Lalu Lintas:
a. penyelenggara Jalan memberi tanda atau rambu sementara 

pada Jalan yang rusak; dWn
b. pelaksana pekeijaan Jalan memberi tanda atau rambu 

sementara pada saat melaksanakan pekeijaan Jalan.

Pasal 48

(1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
ayat (1) dapat berupa:
a. rambu Lalu Lintas kohvensional; atau
b. rambu Lalu Lintas elektronik.

(2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang 
mampu memantulkan cahaya atau retro reflektif.

(3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat 
diatur secara elektronik. i

Bagian Ketiga 
Marka Jalan

Paragraf 1
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Paragraf 1 
Umum

Pasal 49

(1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dal am Pasal 42 huruf b 
berfungsi untuk mengatur Lalu Lintas, memperingatkan, 
atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas 
berupa:
a. peralatan; atau
b. tanda.

(2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa: j
a. paku Jalan;
b. alat pengarah Lalu Lujitas; dan
c. pembagi lajur atau jaliir.

(3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a. marka membujur;
b. marka melintang; ' 

marka serong; 
marka lambang; ! 
marka kotak kuning; dan

c.
d.
e.
f. marka lainnya.

(4) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
bagi Lalu Lintas sesuai arah Lalu Lintas.

(5) Pada kondisi tertentu, Marka Jalan yang dinyatakan dengan
garis-garis pada permukaan Jalan dapat dilengkapi dengan 
paku Jalan. ,

Pasal 50

(1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) 
dapat berwama:
a. putih;
b. kuning;
c. merah; dan
d. wama lainnya,

(2) Marka Jalan berwama plitih sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pengguna Jalan wajib 
mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.

(3) Marka Jalan berwama kuning sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) humf b menyatakan bahwa pengguna Jalan dilarang 
berhenti pada area tersebut.

(4) Marka Jalan berwama merah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) humf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.

(5) Marka
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(5) Marka Jalan wama lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d yaitu marka Jalan selain wama putih, 
kuning, dan me rah yang menyatakan daerah kepentingan 
khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau 
petunjuk yang dinyatakah dengan tegas.

(6) Pengguna Jalan yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 
Marka Membujur

Pasal 51

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 
(3) huruf a terdiri atas: 
a. garis utuh;

garis putus-putus;
garis ganda yang terdiri | dari garis utuh dan garis putus- 
putus; dan
garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

b.
c.

d.

Pasal 52

(1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 huruf a berfungsi sebagai larangan bagj 
Kendaraan melintasi garis tersebut.

(2) Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
apabila berada di tepi i Jalan hanya berfungsi sebagai 
peringatan tanda tepi jalur Lalu Lintas.

(3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 huruf b merupakan pembatasan 
lajur yang berfungsi mengarahkan Lalu Lintas dan/atau 
memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa 
garis utuh di depan, ,

(4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis 
utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51 huruf c menyatakan bahwa Kendaraan yang berada 
pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda, dan 
Kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat 
melintasi garis ganda.

(5) Marka membujur berupa i garis ganda yang terdiri dari dua 
garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d 
menyatakan bahwa Kendaraan dilarang melintasi garis 
ganda tersebut.

Pasal 53
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pasal 53

(1) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) pada permukaan Jalan 
dapat digantikan dengan kerucut Lalu Lintas.

(2) Penggunaan kerucut Lalu Lintas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hanya bersifat sementara.

Paragraf 3 
Marka Melintang

Pasal 54

(1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
ayat (3) huruf b berupa:
a. garis utuh; dan
b. garis putus-putus.

(2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a menyatakan batas berhenti bagi 
Kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi 
isyarat Lalu Lintas, rambu berhenti, tempat penyeberangan, 
atau zebra cross.

(3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)! huruf b menyatakan batas yang 
tidak dapat dilampaui Kendaraan sewaktu memberi 
kesempatan kepada Kendaraan yang mendapat hak utama 
pada persimpangan.

(4) Kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 
Marka Serong

Pasal 55

(1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 
(3) huruf c berupa:
a. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh; dan
b. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus- 

putus.
(2) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan 

rangka garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a digunakan untuk menyatakan:
a. daerah yang tidak boleh dimasuki Kendaraan;
b. pemberitahuan awal akan melalui pulau Lalu Lintas atau

median Jalan; |
c. pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau 

percabangan Jalan; atau

d. larangan
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d. larangan bagi Kendaraan untuk melintasi.
Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan 
rangka garis putus-putuS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b digunakan untuk menyatakan Kendaraan tidak 
boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat 
kepastian selamat.

Paragraf 5 
Marka Lambang

Pasal 56

(1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 
(3) huruf d dapat berupa panah, gambar, segitiga, atau 
tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud 
rambu-rambu atau untuk memberitahu Pengguna Jalan 
yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.

(2) Marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
ditempatkan secara sendjiri atau dengan rambu Lalu Lintas 

tertentu.

Paragraf 6
Marka Kotak Kuning

Pasal 57

(1) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
ayat (3) huruf e merupakan marka Jalan berbentuk segi 
empat berwama kuning yang berfungsi untuk melarang 
Kendaraan berhenti di suktu area.

(2) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat ditempatkan pada:
a. persimpangan; atau
b. lokasi akses Jalan keltiar masuk Kendaraan tertentu.

Bagian Keempat 
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 58
I

(1) Alat pemberi isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 huruf c terdiri atas:

lampu tiga wama, untuk mengatur Kendaraan; 
lampu dua wama, untuk mengatur Kendaraan dan/atau 
Pejaian Kaki; dan
lampu satu wama, untuk memberikan peringatan 
bahaya kepada pengguna Jalan.

a.
b.

c.

(2) Alat
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(2) LaluAlat pemberi isyarat Lalu Lintas dengan tiga wama 
sebagaimana dimaksud pkda ayat (1) huruf a tersusun 
secara: ,
a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya 

berwama merah, kuning, dan hijau; atau
b. horizontal berurutan dari sudut pandang pengguna 

Jalan dari kanan ke lari berupa cahaya berwama merah, 
kuning, dan hijau.

(3) Alat pemberi isyarat ]-alu Lintas dengan dua wama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun 
secara vertikal dengan: i
a. cahaya berwama merah di bagian atas; dan
b. cahaya berwama hijau di bagian bawah.

(4) Alat pemberi isyarat Lalu Lintas dengan satu wama 
sebagaimana dimaksud plada ayat (1) huruf c berupa cahaya 
berwama kuning kelap kelip atau merah.

Pasal 59

Lampu tiga wama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat 
(1) humf a terdiri atas cahaya berwama:
a.

b.

c.

d.

merah, dipergunakan untuk menyatakan Kendaraan hams 
berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang 
berfungsi sebagai garis hefliti;
kuning yang menyala sesudah cahaya berwama hijau 
padam, dipergunakan untuk menyatakan bahwa cahaya 
berwama merah akan segera menyala, Kendaraan bersiap 
untuk berhenti;
kuning yang menyala bersama dengan cahaya berwama 
merah, dipergunakan untuk menyatakan bahwa lampu 
hijau akan segera menyala, Kendaraan dapat bersiap-siap 
untuk bergerak; dan
hijau, dipergunakan untuk menyatakan Kendaraan beijalan.

Bagian Kelima 
Alat Penerangan Jalan

P^sal 60

(1) Alat penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
42 humf d mempakan lampu penerangan Jalan yang 
berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu 
Lintas.

(2) Lampu penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hams memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan
keselamatan.

■

Bagian Keenam
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Bagian Keen am
Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

Pasal 61

(1) Alat pengendali pengguna Jalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 huruf e digunakan untuk pengendalian atau 
pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran Kendaraan 
pada ruas-ruas Jalan. i

(2) Alat pengendali pengguna Jalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atasil
a. alat pembatas kecepatan; dan
b. alat pembatas tinggi dan lebar.

asal 62

(1) Alat pengaman pengguna Jalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 huruf e digunakan untuk pengaman an 
terhadap Pengguna Jalan.

(2) Alat pengaman pengguna Jalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas:
a. pagar pengaman;
b. cermin tikungan;
c. patok Lalu Lintas (delineator);
d. pulau Lalu Lintas; .
e. pita penggaduh; !
f. jalur penghentian darurat; dan
g. pembatas Lalu Lintas.

Bagian Ketujuh
Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan 

liasal63
I

Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 huruf f berfungsi untuk melakukan 
pengawasan terhadap Angkutan barang dalam memenuhi 
ketentuan:

a.
b.
c.
d.

tata cara pemuatan; 
daya angkut; 
dimensi Kendaraan; dan 
kelas Jalan.

Pasal 64

(1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
huruf a dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. muatan diletakkan pada ruang muatan mobil barang 

sesuai rancang bangun Kendaraan; dan

b. memperhatikan
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b. memperhatikan distribusi muatan pada setiap sumbu 
sesuai daya dukungnya.

(2) Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b 
yaitu berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau 
jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan yang ditentukan 
berdasarkan rancangannya.

(3) Dimensi Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
huruf c mengacu pada c^imensi utama Kendaraan Bermotor 
yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan, dan julur 
belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.

(4) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d 
terdiri atas Jalan kelas I, I Jalan kelas II, dan Jalan kelas III.

Pasal 65

Alat pengawasan dan 
dimaksud dalam Pasal 63 
dipindahkan.

pengamanan Jalan sebagaimana 
yaitu alat penimbangan yang dapat

Pasal 66

(1) Alat penimbangan yang1 dapat dipindahkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65 digunakan untuk penimbangan 
Kendaraan di Jalan dengan lokasi berpindah-pindah.

(2) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh 
Menteri.

F^sal 67

Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 66 harus ditera secara berkala paling 
sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan.

Bagian Kedelapan
Fasilitas untuk Sepeda, Pcg^an Kaki, dan Penyandang Cacat

Pksal 68

(1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, 
dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
42 huruf g.

(2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara 
khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan 
bersama-sama dengan pejalan kaki.

(3) Fasilitas Pej€ilan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan fasilitas yang1 disediakan secara khusus untuk 
pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama 
dengan pesepeda.

(4) Fasilitas
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(4) Fasilitas penyandang c^cat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk 
penyandang cacat pada perlengkapan Jalan tertentu sesuai 
pertimbangan teknis dan kebutuhan pengguna Jalan.

(5) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat 
sebagaimana dimaksud ^ada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
hams dilengkapi dengan paling sedikit:
a. rambu Lalu Lintas |yang diberi tanda-tanda khusus 

untuk penyandang cacat;
b. marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk 

penyandang cacat; |
c. alat pemberi isyarat Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda 

khusus untuk penyandang cacat; dan/atau
d. alat penerangan Jalan.

(6) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi;
a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka 

Jalan, rambu Lalu Lintas, dan/atau alat pemberi isyarat 
Lalu Lintas;

b. trotoar;
c. jembatan penyeberangan; dan/atau
d. terowongan penyeberangan.

Bagian Kesembilan
Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

yang Berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan

Pasal 69

Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 humf h meliputi;
a. jalur khusus Angkutan uijnum;
b. jalur/lajur Sepeda Motor;
c. jalur/lajur Kendaraan Tidak Bermotor;
d. Parkir pada badan Jalan;
e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi 

pelayanan intra dan antarmoda; dan/atau
f. tempat istirahat.

BAB VI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 70
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Pasal 70

(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, 
dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan 
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis 
Dampak Lalu Lintas. ,

(2) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan 
dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau 
upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 
pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 71

b.
c.
d.
e.
f. 
g- bangkitan

ayat

(1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 
(1) berupa bangunan untuk:
a. kegiatan perdagangan; 

kegiatan perkantoran; 
kegiatan industri; 
kegiatan pariwisata; 
fasilitas pendidikan; 
fasilitas pelayanan umum; dan/atau 
kegiatan lain yang 1 dapat menimbulkan 
dan/atau tarikan Lalu Lintas,

(2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 
(1) berupa:
a. perumahan dan permukiman;
b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan 

dan/atau tarikan Lalu Lintas.
(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 

(1) berupa:
a. akses ke dan dari Jalan tol; 

bandar udara;
Terminal; 
stasiun kereta api; 
tempat penyimpanan Kendaraan; 
fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau 
infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan 
dan/atau tarikan Lalu Lintas.

(4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib 
dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana 
dimaksud p>ada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan 
dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas 
yang ditimbulkan sebagai berikut:
a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas yang rendah.

b.
c.
d.
e.
f. 
g-

(5) Ketentuan
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lebih lanjut 
Lalu Lintas

mengenai kategori skala dampak 
untuk kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan 
analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya 
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 
dilaksanakan dalam rangka memenuhi perizinan berusaha 
dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 73

(1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan Analisis 
Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan 
Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) 
untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau 
pembangun.

(2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas yang 

tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk 
menyampaikan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas 
yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertillkat 
kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;

b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas yang 
sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk 
menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak 
Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki 
Seiiifikat Kompetensi1 penyusun Analisis Dampak Lalu 
Lintas; atau

c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas yang 
rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:
1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu 

Lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana 

pembangunan atau pengembangan yang akan 
dilaksanakan.

(3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) merupakan bagian dokumen Analisis Dampak 
Lalu Lintas yang terintegrasi dengan dokumen analisis 
mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan 
lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan 
hidup.

Pasal 74
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Tasal 74

a.

b.
c.

(1) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a paling sedikit 
memuat: i

perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu 
Lintas; j
analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini; 
analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis 
transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang 
ditetapkan secara nasional; 
analisis distribusi peijalanan; 
analisis pemilihan moda; 
analisis pembebanan peijalanan;
simulasi kineija Lalu Lintas yang dilakukan terhadap 
Analisis Dampak Lalu Lintas;
rekomendasi dan rencana implementasi penanganan 
dampak Lalu Lintas;
rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan 
pengembang atau pembangun dalam penanganan 
dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf

h; Lrencana pemantauan dan evaluasi; dan 
gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau 
dikembangkan.

d.
e.
f. 
g-

h.

i.

J-
k.

(2) Rekomendasi teknis Lalu Lintaspenanganan dampak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b 
paling sedikit memuat:
a. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
b. simulasi kineija Lalu Lintas yang dilakukan terhadap 

Analisis Dampak Lalu Lintas;
c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan 

dampak Lalu Lintas;
d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan 

pengembang atau pembangun dalam penanganan 
dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf 
c;

e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau 

dikembangkan.
(3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c 
angka 1 meliputi:
a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan 

dampak Lalu Lintas;

b. rincian
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b. rincian tanggung jjawab Pemerintah Daerah dan
pengembang atau | pembangun dalam penanganan 
dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a; dan '

c. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pa sal 75

Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (2) harus mendapat persetujuan dari
Bupati, untuk Jalan Kabupaien dan/atau Jalan Desa.

Pasal 76
I

(1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 75, pengembang atau pembangun harus 
menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai 
dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang 
ditimbulkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan 
persetujuan paling lama 3 (tiga) hari keija setelah seluruh 
dokumen lengkap.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 
persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan 
Bupati.

Pasal 77

(1) Dalam hal hasil Analisis Dampak Lalu Lintas berupa 
dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan 
dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, 
maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 
diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim 
evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.

(2) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati 
sesuai dengan kewenangannya.

(3) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur 
pembina sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, yang beijumlah sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 78

Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana
I

dimaksud dalam Pasal 77 mempunyai tugas:

a. melakukan
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a. melakukan penilaian teijhadap hasil Analisis Dampak Lalu 
Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas 
untuk kegiatan dengan s}cala dampak Bangkitan Lalu Lintas 
yang tinggi; dan

b. menilai kelayeikan persetujuan yang diusulkan dalam hasil 
Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 79

(1) Dalam hal hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
75, Bupati sesuai dengah kewenangannya meminta kepada 
pengembang atau pembangun untuk membuat surat 
pemyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban 
Analisis Dampak Lalu Lintas.

(2) Surat pemyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab 
perusahaan di atas materai.

(3) Surat pemyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams 
terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, 
dan infrastmktur dioperasikan.

Pasal 80

(1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar 
pemyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 79 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi 
izin sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang- 
undangan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bempa:
a. peringatan tertulis; j
b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
c. denda administratif; dan/atau
d. pembatalan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu 

Lintas dan/atau perizinan bemsaha.

Pasal 81

(1) Sanksi administratif bempa peringatan tertulis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) humf a dikenai sebanyak 
3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga 
puluh) hari kalender.

(2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak 
melaksanakan kewajiban setelah berakhimya jangka waktu 
peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif 
bempa penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum 
selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(3) Dalam.....
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(3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak 
melaksanakan kewajiban setelah berakhimya jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda 
administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau 
pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 

(4).
(4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal 

pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan 
puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang 
atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka 
persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau 
perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 
dibatalkan.

Pasal 82

(1) Terhadap pelaksanaan plemenuhan kewajiban pengembang 
atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil 
Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud daiam 
Pasal 77 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

(2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring 
dan evaluasi yang dibeiituk oleh Bupati sesuai dengan 
kewenangannya.

(3) Tim monitoring dan evaliiasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diketuai oleh instansi pembina di bidang sarana dan 
prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta 
beranggotakan unsur dari instansi pembina di bidang Jalan 
dan Kepolisian Negara RepubUk Indonesia.

Pasal 83

Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 ayat (3) mempunyai tugas:

a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas 
baik pada masa kontruksi maupun operasional kegiatan 
usaha; dan

b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan 
atas persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang 
telah ditetapkan.

BAB VII
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 84
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asal 84

(1) Uji Berkala Kendaraan wajib bagi mobil penumpang umum, 
mobil bus, mobil barabg, kereta gandengan dan kereta 
tempelan yang dioperasikan di Jalan.

(2) Uji Berkala sebagaimana Idimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala;
b. uji Berkala pertama; dan
c. uji Berkala perpanjangan masa berlaku.

(3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh unit1 pelaksana pengujian Pemerintah 

Daerah sesuai dengan | norma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh Menteri;

(4) Uji Berkala pertama dan Uji Berkala perpanjangan masa 
berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan 
huruf c meliputi;
a. pemeriksaan persyaratan teknis;
b. pengujian persyaratan laik Jalan; dan
c. pemberian bukti lulus uji.

(5) Unit pelaksana Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) wajib:
a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi unit 

pelaksana pengujian dan sertifikasi tenaga penguji;
b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap 

penyelenggara pengujian kepada Menteri;
d. menggunakan peralatan pengujian; dan
e. mengikuti tata cara pengujian.

(6) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana Idimaksud pada ayat (1) dikenai 
sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; dan
b. denda administrative.

(7) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka 
waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(8) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak melaksanakan 
kewajiban setelah berakhimya jangka waktu peringatan 
tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenai 
sanksi administratif berupa denda administratif paling 
banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(9) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 85

(1) Unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dapat 
menyelenggarakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor 
setelah mendapat akreditasi dari Menteri.

(2) Untuk.....
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(2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), unit pelaksand Uji Berkala Kendaraan Bermotor 
harus memenuhi persyaratan: 
a. lokasi;

kompetensi tenaga penguji Kendaraan Bermotor; 
standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian 
berkala Kendaraan Bermotor;
standar peralatan pengujian Kendaraan Bermotor; 
keakurasian peralatan pengujian Kendaraan Bermotor; 
sistem dan tata cara Pengujian Kendaraan Bermotor; dan 
sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

b.
c.

d.
e.
f. 
g-

Pasal 86

(1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan di daerah 
tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.

I

(2) Dalam keadaan tertentu Uji Berkala Kendaraan Bermotor 
dapat dilakukan pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan 
Bermotor di daerah lain.

Pasal 87

(1) Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala wajib didaftarkan 
pada unit pelaksana yji Berkala di daerah tempat 
Kendaraan Bermotor diregistrasi.

(2) Unit pelaksana Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) membuat kartu induk Uji Berkala.

(3) Kartu induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data 
mengenai:
a. tanggal dan nomor Sertifikat Registrasi Uji Tipe; 

nomor Kendaraan; 
nomor Uji Berkala; | 
nama pemilik; ,
alamat pemilik; 
merek dan tipe; 
jenis;
tahun pembuatan atau perakitan; 

isi silinder;
daya motor penggerak;
nomor rangka landasah Kendaraan Bermotor; 
nomor motor penggerak atau mesin;

b.
c.
d.
e.
f.

h.
1.

J.
k.
l.

1- A 
1

m. konfigurasi sumbu;
n. dimensi Kendaraan;
o. bahan bakar yang digunakan;
p. tanggal dan nomor pengesahan Uji Tipe;
q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali; dan

r. nama
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r. nama dan identitas penanggung jawab unit pelaksana 
Uji Berkala yang merribuat kartu induk Uji Berkala.

Pasal 88

(1) Uji Berkala terhadap Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala, 
untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak 
diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(2) Masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) selama 6 (enam) bulan.

(3) Setelah berakhimya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan Uji Berkala 
berikutnya. |

(4) Kendaraan Bermotor asing yang wajib Uji Berkala dan 
digunakan di Indonesia I wajib mengikuti ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

(1) Setiap Kendaraan wajib uji yang telah dilakukan Uji Berkala 
untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 
ayat (1) diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.

(2) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hams memuat kode Kabupaten dan nomor umt 
pengujian.

(3) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan 
masih termasuk sebagai Kendaraan wajib uji.

Pasal 90

Permohonan Uji Berkala Kendaraan Bermotor disampaikan
secara tertulis kepada unit: pelaksana Uji Berkala dengan
melampirkan:

a. fotokopi sertifikat registraSi uji tipe;
b. fotokopi identitas pemilik kendaraan Bermotor;
c. fotokopi bukti pemilik Kendaraan Bermotor; dan
d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 91

(1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 84 ayat (4) humf a meliputi;
a. susunan;
b. perlengkapan; '

c. ukuran;
d. mmah-rumah; dan

e. rancangan
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e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan 
peru n tu kanny a.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual 
dengan atau tanpa alat bantu.

(3) Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) paling sedikit meliputi:
a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
b. nomor dan tipe motor penggerak;
c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, 

pipa saluran bahan bakar;
d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor 

yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
f. ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
g. kondisi sistem suspensi;
h. kondisi sistem rem utama;
i. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
j. kondisi panel instrumen pada dashboard Kendaraan;
k. kondisi kaca spion;
l. kondisi spakbor;
m. bentuk bumper;
n. keberadaan dan kondisi perlengkapan Kendaraan;
o. rancangan teknis Kendaraan sesuai peruntukannya;
p. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus 

untuk mobil bus; dan
I

q. kondisi badan Kendataan, kaca, engsel, tempat duduk, 
perisai kolong, pengaitah angin untuk mobil barang bak 
muatan tertutup. !

(4) Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu 
sebagaimana dimaksud phda ayat (2) paling sedikit meliputi:
a. kondisi penerus daya;,
b. sudut bebas kemudi;
c. kondisi rem Parkir;
d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
e. fungsi penghapus kaca;
f. tingkat kegelapan kaca;
g. fungsi klakson;
h. kondisi dan fungsi sabpk keselamatan;
i. ukuran Kendaraan; dan
j. ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan, dan 

akses keluar darurat khusus untuk mobil bus.
(5) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta 
gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi:
a. pengukuran berat;
b. pengukuran dimensi; dan
c. pemeriksaan konstruksi.

Pasal 92
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li’asal 92

(1) Pengujian persyaratan llaik Jalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 84 ayat (4) humf b paling sedikit meliputi uji:
a. emisi gas buang; I
b. tingkat kebisingan; I
c. kemampuan rem utama;
d. kemampuan rem Parkir;
e. kincup roda depan; j
f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
h. kedalaman alur ban.

(2) Dalam hal pengujian pdrsyaratan laik Jalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta 
gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi:
a. uji kemampuan rem;
b. kedalaman alur ban; dan
c. uji sistem lampu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian persyaratan laik 
Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Bupati.

Pasal 93

(1) Kendaraan wajib Uji Berkala yang telah dinyatakan lulus 
pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji 
Berkala Kendaraan Bermotor.

(2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.

(3) Kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 94

(1) Dalam hal Kendaraan Bennotor dinyatakan tidak lulus uji, 
penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.

(2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik 
Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan:
a. item yang tidak lulus uyi;
b. alasan tidak lulus uji;
c. perbaikan yang hams dilakukan; dan
d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.

(3) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan perbaikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf c.

(4) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui 
surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan 
unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang 
bersangkutan.

(5) Ketentuan.....
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan 
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur 
dalam Peraturan Bupati. I

asal 95

(1) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji 
sebagaimana dimaksud i dalam Pasal 94 ayat (1) wajib 
menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat 
yang ditetapkan dalam siirat keterangan tidak lulus uji.

(2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji 
ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 96

(1) Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 
ayat (2) paling sedikit memuat data mengenai:
a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi Uji Tipe;

foto berwama tarapak samping kanan, Idri, depan dan 
belakang Kendaraan Bermotor; 
nomor uji Kendaraan; 
nama pemilik; 
alamat pemilik; 
merek dan tipe; 
jenis;
tahun pembuatan atau perakitan; 
isi silinder;
daya motor penggerak;
nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor; 
berat kosong Kendaraan;

m. konfigurasi sumbu roda;
n. ukuran ban; |

kelas Jalan terendah yang boleh dilalui; 
ukuran utama Kendaraan; 
daya angkut; 
masa berlaku basil uji; 
bahan bakar yang digunakan; 
basil uji; !

u, jumlab berat yang diperbolebkan dan/atau jumlab berat 
kombinasi yang diperbolebkan kbusus untuk mobil 
barang dan mobil bus; dan

V. jumlab berat yang diizinkan dan/atau jumlab berat 
kombinasi yang diizinkan kbusus untuk mobil barang 
dan mobil bus.

(2) Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa kartu pin tar atau bentuk lain.

b.

c.
d.
e.
f.
g-
b.
i.
j-
k.
l.

o.
P-
q.
r.
s.
t.

Pasal 97
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Pasal 97
i

(1) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 
ayat (2) berupa stiker. |

(2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada 
kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam.

(3) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat keterangan mengenai:
a. nomor Kendaraan;
b. jumlah berat yang jdiizinkan dan/atau jumlah berat 

kombinasi yang diizinkan;
c. daya angkut orang dan barang;
d. masa berlaku uji Kendaraan; dan
e. muatan sumbu terberat.

Pasal 98

Uji Berkala(1) Perpanjangan masa berlaku bukti lulus 
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
b. memiliki identitas pemilik Kendaraan; dan
c. lulus Uji Berkala.

(2) Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi 
teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan, pemilik atau 
pemilik barn Kendaraan wajib mengajukan permohonan 
perubahan bukti lulus Uji Berkala.

(3) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya; 

memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor; 
keterangan mengenai perubahan kepemilikan, spesifikasi 
teknis Kendaraan Bermotor dan/atau wilayah operasi 
Kendaraan; dan
lulus Uji Berkala untuk Kendaraan yang mengalami 
perubahan spesifikasi Iteknisnya.

(4) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang 
tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan 
penerbitan bukti lulus Uji I Berkala pengganti.

(5) Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;

melampirkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan; 
membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian 
setempat, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang; dan
bukti pengumuman kehilangan bukti lulus Uji Berkala 
pada media massa.

b.
c.

d.

b.
c.

d.

(6) Perpanjangan
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(6) Perpanjangan, perubahan, dan penggantian bukti lulus uji 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) 
diberikan paling lama 2 (dua) hari keija sejak diterima 
permohonan.

Pasal 99

Pemilik Kendaraan Bermotor hams melaporkan secara tertulis 
kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang 
menerbitkan bukti lulus | Uji Berkala apabila Kendaraan 
bermotomya dioperasikan di wilayah lain di luar wilayah 
pengujian yang bersangkutan secara terus-menerus lebih dari 3 
(tiga) bulan.

BAB VIII
BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

P&sal 100

(1) Bengkel Umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk 
memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap 
memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.

(2) Bengkel Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memenuhi persyaratan teknis Bengkel Umum Kendaraan 
Bermotor.

(3) Penyelenggaraan Bengkel Umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hams memenuhi Perizinan Bemsaha dan 
memiliki sertifikasi Bengkel Umum dari Menteri yang 
menyelenggarakan umsan pemerintahan di bidang 
perindustrian.

(4) Persyaratan teknis Ben^el Umum Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat 
pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, 
fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.

Pasal 101

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap
Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 100 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang- 
undangan. j

(2) Pengawasan terhadap Bengkel Umum Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit dan 
inspeksi terhadap kineija pelayanan yang diberikan.

(3) Pengawasan terhadap Bengkel Umum Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 
online dan realtime.

Pasal 102
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Pasal 102

(1) Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dapat menjadi unit 
pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

(2) Bengkel Umum yang melakukan Uji Berkala sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
a. memiliki peralatan dan fasilitas Uji Berkala;
b. memiliki perizinan, berusaha bengkel Kendaraan 

Bermotor dari Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian; dan

c. memenuhi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang 
merupakan bagian dari dokumen analisis mengenai 
dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan 
hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

BAB IX 

TERMINAL
I

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 103

(1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau 
barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, di 
tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan 
Terminal.

(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.

(3) Terminal penumpang dan/atau Terminal barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari 
simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai 
perwujudan dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan.

Bagian Kedua 
Terminal Penumpang

Pasal 104

(1) Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, 
menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan 
moda Angkutan yang terpadu dan pengawasan Angkutan 
diselenggarakan Terminal penumpang.

(2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hams memenuhi persyaratan:
a. lokasi;
b. teknis; dan
c. pelayanan.

Pasal 105.......



- 44 -

Pasal 105

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
104 ayat (1) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam 
tipe Terminal penumpang tipe C.

(2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Bupati. |

(3) Tipe Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan Angkutan.

(4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan Terminal yang fungsi utamanya 
melayani Kendaraan umum untuk Angkutan perkotaan atau 
perdesaan.

Pasal 106

(1) Untuk keterpaduan antarmoda Angkutan dan kemudahan 
akses pada simpul transportasi yang meliputi bandar udara 
stasiun kereta api, dan pusat kegiatan, dapat dilengkapi 
dengan fasilitas perpindahan moda Angkutan umum.

(2) Fasilitas perpindahan moda Angkutan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara bandar 
udara, stasiun kereta api, dan pusat kegiatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 107

(1) Dalam penetapan lokasi Terminal penumpang hams 
memperhatikan rencana kebutuhan simpul Terminal.

(2) Simpul Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Bupati, untuk simpul Terminal penumpang 
tipe C.

(3) Lokasi Terminal penumpang hams terletak pada simpul 
Jaringan Lalu Lintas1 dan Angkutan Jalan yang 

dipemntukkan bagi pergantian antarmoda dan/atau 
intermoda.

Pasal 108
1

Lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 ayat (2) humf a ditetapkan oleh Bupati, untuk
Terminal penumpang tipe C.

Pasal 109

Lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 ditetapkan dengan memperhatikan:

a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa Angkutan;
b. kesesuaian lahan dengan rencana tata mang wilayah 

nasional, rencana tata mang wilayah provinsi, dan rencana 
tata mang wilayah Daerah;

c. kesesuaian
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c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau 
kineija jaringan Jalan dan jaringan Trayek;

d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat 
kegiatan;

e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
f. permintaan Angkutan;
g. kelayakan teknis, finansilal, dan ekonomi;
h. keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan; dan
i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 110

(1) Setiap Penyelenggara Terminal penumpang menyediakan 
fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan 
dan keamanan.

(2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas:
a. fasilitas utama; dan
b. fasilitas penunjang.

(3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a terdiri atas:
a. jalur keberangkatan; i
b. jalur kedatangan;
c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau 

penjemput;
d. tempat naik turun penumpang;
e. tempat Parlor Kendaraan;
f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
g. perlengkapan Jalan;
h. media informasi;
i. kantor penyelenggara Terminal; dan/atau
j. loket penjualan tiket.

(4) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik 
turun penumpang, dan tempat Parlor Kendaraan dapat 
ditempatkan dalam satu area.

(5) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang di 
tempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) harus mempertimbangkan:
a. kebutuhan pelayanan Angkutan orang;
b. karakteristik pelayanan;
c. pengaturan waktu tunggu Kendaraan;
d. pengaturan pola Parkir, dan
e. dimensi Kendaraan.

Pasal 111
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F^asal 111

(1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 
ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di 
Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.

(2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa:
a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau men30isui;
b. pos kesehatan;
c. fasilitas kesehatan;
d. fasilitas peribadatan; ,
e. pos polisi;
f. alat pemadam kebakaran; dan/atau
g. fasilitas umum,

(3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
g meliputi:
a. toilet;

rumah makan; 
fasilitas telekomunikasi; 
tempat istirahat awak Kendaraan; 
fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan; 
fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang; 
fasilitas kebersihan; |
fasilitas perbaikan ringan Kendaraan umum; 
fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau 

j. fasilitas penginapan. !
(4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan 
klasifikasi Terminal.

b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.
i.

(1)

(2)

P^sal 112

Fasilitas Terminal hanfs menyediakan tempat untuk 
kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga 
puluh persen). '
Penyediaan tempat usaha j untuk kegiatan usaha mikro dan 
kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan 
memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.

Pasal 113

(1) Lingkungan keija Temtinal merupakan daerah yang 
diperuntukkan bagi fasilitas Terminal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 110.

(2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan keija 
Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
tanggung jawab penyelenggara Terminal.

(3) Lingkungan keija Terminal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan 
untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan 
pengoperasian fasilitas Tcijninal.

(4) Lingkungan......
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(4) Lingkungan keija Terminal harus dimanfaatkan semaksimal 
mungkin untuk kegiatail penyelenggaraan Terminal.

Pasal 114

(1) Untuk kemudahan pengaturan naik turun Penumpang, 
perpindahan moda , Angkutan, keterpaduan, dan 
pengawasan Angkutan orang, pada lokasi tertentu dapat 
dibangun Terminal Penumpang.

(2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal 
Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disesuaikan dengan perkiraan permintaan Angkutan orang.

(3) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus dilen^capi dengan:
a. rancang bangun;
b. buku keija rancang bangun;
c. rencana induk Terminal; dan
d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau 

upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 
pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup 
Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 115

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya 
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan 
lingkungan hidup yang telah mencakup Analisis Dampak Lalu 
Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf d 
disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 116

(1) Pembangunan Terminal penumpang merupakan tanggung 
jawab Pemerintah Daerah.

(2) Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dikeijasamakan dengan Badan Usaha 
milik Daerah, Badan Usaha milik desa, koperasi, dan swasta 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

(1) Pengoperasian Terminal Penumpang dilaksanakan 
Pemerintah Daerah.

(2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi kegiatan: 1
a. perencanaan; !
b. pelaksanaan; dan
c. pengawasan operasional.

(3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikeijasamakan dengan 
Badan Usaha milik Daerah, Badan Usaha milik desa, dan 
swasta,

Pasal 118......
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Pasal 118

Sebelum Terminal dioperasikan harus dilakukan uji coba dan 
sosialisasi paling lambat 1! (satu) bulan sebelum dinyatakan 
beroperasi.

f
Terminal

Pasal 119

iijii Penumpang melakukan(1) Penyelenggara 
pemeliharaan.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
kegiatan:
a. menjaga keutuhan dah kebersihan Terminal;

menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal 
serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi; 
merawat saluran air; i
merawat instalasi listrik dan lampu penerangan; 
merawat fasilitas telekomunikasi; dan 
merawat sistem hydrant serta fasilitas dan alat pemadam 
kebakaran.

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
bekeija sama dengan usa^a mikro dan kecil.

(4) Bentuk pemeliharaan yang dikeijasamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. rutin;
b. memfungsikan kembali;
c. penggantian; dan
d. bersifat melengkapi.

b.

c.
d.
e.
f.

BABX
ANGKUTAN UMUM 

Bagian Kesatu
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

I

Paragraf 1 
Umum

Pasal 120

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 
terdiri atas:
a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam 

Trayek; dan
b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak

dalam Trayek. 1

Paragraf 2
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Paragraf 2
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Dalam Trayek

Pasal 121

(1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor 
Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
120 huruf a harus memenuhi kriteria;
a. memiliki rute tetap dab teratur;
b. teijadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau 

menurunkan penumpang di Terminal; dan
c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat 

yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan dan 
perdesaan.

(2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c dapat berupa:
a. Terminal;
b. halte; dan/atau
c. rambu pemberhentiani Kendaraan Bermotor Umum.

(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan 
orang dalam Trayek meliputi:
a. mobil penumpang umum; dan/atau
b. mobil bus umum.

Paragraf 3
Jaringan Trayek Dan Kebutiihan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 122

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum 
disusun berdasarkan;
a. rencana tata ruang;
b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
d. ketersediaan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
e. kesesuaian dengan kelas Jalan;
f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
g. keterpaduan antarmoda Angkutan.

Pa^ 123
(1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor 

Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 disusun 
dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek.

(2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana 
induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 124
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Pa sal 124

(1) Rencana Umum Jaringan Trayek Daerah terdiri atas:
a. Jaringan Trayek perkotaan; dan
b. Jaringan Trayek perdesaan.

(2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek 
mempertimbangkan:
a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan 

dan tarikan peijalanan berdasarkan rencana tata ruang 
wilayah;

b. tingkat permintaani jasa Angkutan berdasarkan 
bangkitan dan tarikan peijalanan pada daerah asal dan 
tujuan;

c. kemampuan penyediaan kapasitas Kendaraan dan jenis 
pelayanan Angkutan;!

d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hierarki status dam 
fungsi Jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanam 
Angkutan yang disediakan; dan

e. Terminal yang tipenya sesuai dengan jenis pelayanan 
Angkutan yang disediakan serta simpul tramsportasi 
lainnya berupa bandar udara, stasiun kereta api, 
dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang 
memilild potensi bangkitan dan tarikan peijalanan.

(3) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin 
penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek.

(4) Rencana Umum Jaringan Trayek dikaji ulang secara berkala 
paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 125

Rencana Umum Jaringan j Trayek perkotaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf a disusun
berdasarkan kawasan perkotaan.

Pasal 126

(1) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 
diklasifikasikan berdasarkan:
a. jumlah penduduk; dan
b. ketersediaan jaringan Jalan dan permintaan kebutuhan 

Angkutan ulang alik dalam atau an tar wilayah 
administrasi pemerintahan.

(2) Kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. kawasan perkotaan kecil;
b. kawasan perkotaan sedang;
c. kawasan perkotaan besar;
d. kawasan metropolitan; dan
e. kawasan megapolitan. 1

(3) Kawasan ....
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(3) Kawasan perkotaan berdasarkan ketersediaan jaringan 
Jalan dan permintaan | kebutuhan Angkutan ulang alik 
dalam atau an tar wilayah administrasi pemerintahan 
sebagaimana dimaksud jpada ayat (1) huruf b mencakup 
kesatuan kawasan yang berada dalam Daerah.

(4) Klasifikasi kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditetapkan oleh Bupati untuk kawasan perkotaan 
yang berada dalam Daerah.

Ppsal 127

Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 125 memuat paling sedikit:
a. asal dan tujuan Trayek perkotaan;
b. tempat persinggahan Trayek perkotaan;
c. jaringan Jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan Jalan 

nasional, jaringan Jalan provinsi, dan/atau jaringan Jalan
I

Kabupaten;
d. perldraan permintaan jasa penumpang Angkutan perkotaan; 

dan
e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan.

Pasal 128

(1) Penyusunan Rencana Ulmum Jaringan Trayek perkotaan 
yang berada dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 124 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati secara 
terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.

(2) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada 
dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari 
Menteri.

Pasal 129

(1) Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b memuat paling 
sedikit:
a. asal dan tujuan Trayek merupakan Simpul transportasi 

perdesaan dan wilayah lainnya yang memiliki potensi 
bangkitan dan tarikan peijalanan Angkutan perdesaan;

b. jaringan Jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan 
Jalan nasional, jaringan Jalan provinsi, jaringan Jalan 
Kabupaten, dan/atau Jalan Desa;

c. perldraan permintaan jasa Penumpang Angkutan
perdesaan; i

d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan 
paling rendah Terminal tipe C atau Simpul transportasi 
lainnya berupa bandar udara, dan/atau stasiun kereta
api; dan

e. jumlah
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e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perdesaan.
(2) Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan Jaringan Trayek yang melayani suatu 
kawasan perdesaan.

(3) Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan cakupan 
Jaringan Trayek pada kawasan perdesaan yang 
menghubungkan 1 (satu) Daerah.

Pasal 130

(1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan 
yang menghubungkan ^ 1 (satu) Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal l29 dilakukan oleh Bupati secara 
terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.

(2) Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang 
menghubungkan 1 (satu) Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan pleh Bupati.T

Paragraf 4
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum 

Tidak Dalam Trayek

Pasal 131

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 
tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 
huruf b terdiri atas:
a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 132

(1)

(2)

(3)

Pelayanan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan 
menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 
huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan 
wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
Pelayanan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan 
menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diklasifikasikan menjadi:
a. reguler; dan
b. eksekutif.
Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan 
orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mobil

-T'*-
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a. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; 
dan I

b. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) 
ruang.

(4) Sistem pembayaran pada pelayanan Angkutan orang tidak 
dalam Trayek dengan menggunakan taksi dilakukan

yangberdasarkan argometer 
pencetak bukti pembayaran maupun 
berdasarkan aplikasi dalam jaringan.

dilengkapi dengan alat 
bukti elektronik

Pasal 133

(1)

(2)

Pelayanan Angkutan Orang dengan tujuan tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b merupakan 
Angkutan yang melaiyani paling sedikit meliputi 
antaijemput, keperluan sosial, atau kaiyawan.
Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan 
orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) paling sedikit:

mobil penumpang umum; ataua.
b. mobil bus umum.

I

Pasal 134

(1) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c merupakan 
Angkutan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan 
wisata. |
Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata

pada ayat (1) diklasiflkasikan

(3)

sebagaimana dimaksud 
menjadi:
a. ekonomi; dan
b. nonekonomi.
Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan 
orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi mobil penumpang umum dan mobil 
bus umum, dengan tanda khusus.

Pasal 135
(1) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf d merupakan 
Angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di 
Jalan lokal dan Jalan Ungkungan.

(2) Pelayanan Angkutan prang di kawasan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan
menjadi: |
a. ekonomi; dan
b. nonekonomi. I

(3) Kendaraan ....
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(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan 
orang di kawasan tertentiu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hams menggunakan mobil penumpang umum.

Bagian Kedua
Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1 
Umum

Pasal 136

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri 
atas:
a. Angkutan barang umum; dan
b. Angkutan barang khusus.

Paragraf 2
Angkutan Barang Umum 

Pasal 137

Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dal am Pasal 
136 huruf a merupakan Angkutan barang pada umumnya yang 
tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Paragraf 3
Angkutan Barang Khusus 

P^sal 138

(1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 136 huruf b merupakan Angkutan yang menggunakan 
mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat 
dan bentuk barang yang diangkut.

(2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas:
a. barang berbahaya; dan
b. barang tidak berbahaya, yang memerlukan sarana 

khusus.
(3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan 

sarana khusus sebagaim^a dimaksud pada ayat (2) huruf a 
paling sedikit:
a. barang yang mudah meledak;
b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau 

temperatur tertentu;
c. cair an mudah menyala;
d. padatan mudah menyala;
e. bahan penghasil oksidan;

f. racun......
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f. racun dan bahan yang mudah menular;
g. barang yang bersifat iradioaktif;!
h. barang yang bersifat korosif; dan / atau
i. barang khusus berbahaya lainnya.

(4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan 
sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
paling sedikit:
a. benda yang berbentuk curah atau cair;
b. peti kemas;
c. tumbuhan;
d. hewan hidup; dan/atau
e. alat berat.

BAB XI 
KENDARAAN

Bagjan Kesatu 
Umum

Flasal 139
(1) Kendaraan terdiri atas: ^

a, Kendaraan Bermotor; dan
b. Kendaraan Tidak Bermotor.

(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a berdasarkan jenisnya dikelompokkan ke dalam:
a. sepeda motor;
b. mobil penumpang;
c. mobil bus;
d. mobil barang; dan
e. Kendaraan khusus.

(3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan fungsi 
dikelompokan ke dalam Kendaraan Bermotor perseorangan 
dan Kendaraan Bermotor Umum.

(4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dikelompokkan ke dalam:
a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kendaraan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diktur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua 
Kendaraan Bermotor

Pasal 140
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Ppsal 140

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan 
hams memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas:
a. susunan;
b. perlengkapan;
c. ukuran;
d. karoseri;
e. rancangan teknis j Kendaraan sesuai dengan 

pemntukannya;
f. pemuatan;
g. penggunaan;
h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
i. penempelan Kendaraan Bermotor.

(3) Persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan kineija minimal Kendaraan 
Bermotor yang paling sedikit meliputi:
a. emisi gas buang;
b. kebisingan suara; |
c. efisiensi sistem rem utama;
d. efisiensi sistem rem P^kir;
e. kincup roda depan;
f. suara klakson; 1
g. daya pancar dan arah isinar lampu utama;
h. radius putar;
i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
j. kesesuaian kineija roda dan kondisi ban; dan
k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat 

Kendaraan
(4) Ketentuan lebih lanjut ipengenai persyaratan teknis dan 

persyaratan laik Jalan sebagamana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga 
Kendaraan I Tidak Bermotor 

Pasal 141
(1) Kendaraan Tidak Bermotlor yang digerakkan oleh tenaga

orang terdiri atas: ,
a. sepeda;
b. becak; dan
c. kereta dorong.

(2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan 
dapat berupa andong, delman, dan cikar atau nama lain.

(3) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta yang ditarik dengan 
tenaga hewan hams dilengkapi dengan alat bantu yang 
berfungsi untuk memp^rlambat kecepatan Kendaraan 
sebagai pengganti rem.

^ (4) Alat......
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(4) Alat bantu sebagaimana cfimaksud pada ayat (3) hams dapat 
dikendalikan dari tempat duduk pengemudi tanpa 
mengganggu pengemudi dalam mengendalikan atau 
mengemudikan Kendaraan.

(5) Kendaraan Tidak Bermotbr yang ditarik oleh tenaga hewan 
hams dilengkapi dengan tempat untuk menampung kotoran 
hewan penarik.

(6) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pemilik Kendaraan Tidak permotor di Daerah.

(7) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 139 ayat (1) humf b digunakan untuk mengangkut 
orang dan barang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kendaraan Tidak Bermotor 
untuk mengangkut orang dan barang diatur dalam 
Peraturan Bupati.

(8)

Bj\B XII
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 142

(1)

(2)

(3)

b.

(4)

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya 
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan RAK 
Lalu Lintas dan Angkutan| Jalan Kabupaten.
RAK Lalu Lintas dari Angkutan Jalan Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat: 
a. sasaran Pemerintah Daerah;

arah kebijakan strategis berdasarkan Rencana Umum 
Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
RAK Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Kementerian/Lembaga, dan RAK Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Provinsi;
kebutuhan regulasi Daerah dan tatanan kelembagaan 
Pemerintah Daerah; 
rencana aksi dan target kineja; dan 
rencana pendanaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai RAK Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

c.

d.
e.

BAB XIII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 143

(1) Pemerintah Daerah hams mengembangkan sumber daya 
manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan 
memiliki kompetensi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan.

(2) Sumber....

-i
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(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup sumber daya! manusia yang menjalankan fungsi 
sebagai regulatx>r, penyedia jasa transportasi, dan tenaga 
keija di bidang transportasi.

(3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas: j
a. Lalu Lintas Jalan;

Angkutan umum;b.
c.
d.
e.

Kendaraan;
Prasarana Lalu Lintai Jalan; dan 
keselamatan transportasi.

Pasal 144

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 
diselenggarakan melalui kegiatan: 
a. penelitian dan pengembangan; 

perencanaan; 
pendidikan dan pelatihan; 
penempatan; !
perluasan kesempatan keija; 
perlindungan keija dan waktu keija; 
pemberian kontribusi oleh penyedia jasa; dan 
pembinaan.

b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.

Pasal 145
Ketentuan lebih lanjut niengenai sumber daya manusia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dan Pasal 144 diatur 
dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 146

(1)

(2)

(3)

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 bertugas melakukan koordinasi 
antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan 
dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan.
Perencanaan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan memerlukan keterpaduan dibahas dalam Forum Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan.
Kriteria perencanaan penyelenggaraan yang memerlukan 
keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. terkait dengan tugasj pokok dan fungsi antarinstansi 

penyelenggara; dan/atau
berpotensi mengganggu pelayanan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan 
terpadu.

(4) Dalam......

b.
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(4) Dalam hal terjadi permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan yang kompleks daft memerlukan keterpaduan dalam 
penyelesaiannya, dibahas dalam Forum Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan.

(5) Kriteria permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. terganggunya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 

berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi; dan/atau
b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dan 

kesalingbergantungan' kewenangan dan tanggung jawab 
antarinstansi pembina.

Pasal 147

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai 
wahana untuk menyinergika|n tugas pokok dan fungsi setiap 
penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam 
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 148

(1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan yang memerlukan keterpaduan di dalam 
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjadi 
pemrakarsa pelaksanaan I pembahasan dalam Forum Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Badan hukum atau masyarakat penyelenggara Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan dapat mengajukan usulan pembahasan 
permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan dalam forum melalui Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal Badan Hukum atau masyarakat penyelenggara 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menilai bahwa suatu 
perencanaan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan memerlukan keterpaduan antarinstansi penyelenggara 
Lalu Lintas dan Angkutan; Jalan, dapat mengajukan usulan 
pembahasan permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan dalam forum melalui Pemerintah 
Daereih.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah menilai bahwa usulan dari 
Badan Hukum atau masyarakat memenuhi kriteria 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) dan ayat 
(5), Pemerintah Daerali, dapat menjadi pemrakarsa 
pelaksanaan pembahasan dalam Forum Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan.

Pasal 149
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Pasal 149

(1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 148 ayat (1) dan ayat (4), pemrakarsa 
pelaksanaan pembahasan dalam Forum Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan mengundang semua anggota forum.

(2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang 
terkait dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai 
peserta Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 148 ayat (1) dan ayat (4), Forum Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan dipimpin oleh instansi Pemermtah atau 
Pemerintah Daerah yang menjadi pemrakarsa pelaksanaan 
pembahasan. j

Phsal 150
I

(1) Pembahasan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 hams 
menghasilkan kesepakatan yang mempakan solusi dalam 
perencanaan atau penyelesaian permasalahan Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan.

(2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 
(satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan 
belum diperoleh kesepakatan.

(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani 
oleh peserta Fomm Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
sepakat. |

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disepakati paling sedildt oleh pemrakarsa pelaksanaan 
pembahasan dalam Fomm Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
dengan instansi pemerintah atau Pemerintah Daerah yang 
sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas.

(5) Kesepakatan yang dihasilkan dalam Fomm Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dilaksanakan oleh semua instansi 
penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 151

(1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 149 dan Pasal 150, setiap peserta Fomm 
mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

(2) Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah untuk 
mencapai kesepakatan diantara para peserta Fomm Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan.

(3) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai 
kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada 
pemangku kepentingan.

Pasal 152 ......
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Pasal 152

(1)

a.
b.
c.

d.
e.
f.

h.
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan 
dalam rangka melakukan koordinasi antarinstansi 
penyelenggara Lalu Lintas Angkutan Jalan di Daerah, 
keanggotaan forum terdiii atas:

Bupati;
kepala kepolisian resor;
Badan Usaha milik negara dan/atau Badan Usaha milik 
Daerah yang kegiatan usahanya di bidang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan;
asosiasi perusahaan Angkutan umum di Daerah; 
perwakilan perguruan tinggi;
tenaga ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di 
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 
pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah. 

Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa 
pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan 
yang dibahas. j
Dalam pembahasan forum, Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a hams mengikutsertakan Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan umsan:
a. sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. Jalan;
c. perindustrian; dan i
d. penelitian dan pengembangan.
Dalam pembahasan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
kepala kepolisian resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b hams mengikutsertakan kepala satuan Lalu Lintas 
kepolisian resor.
Keanggotaan Fomm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputiisan Bupati.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Fomm Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVJAp
SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS 

DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi

Pasal 153

: y-t ratf ■—^
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Pasal 153
(1) Untuk mendukung keamanan, keseiamatan, ketertiban, dan 

kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan 
sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.

(2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

(3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan sebagaimana dlrnaksud pada ayat (1) digunakan 
untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, 
dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan.

Pasal 154

(1) Sistem Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 153 ayat | (2) merupakan subsistem dalam 
Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan.

(2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan 
data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.

(3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus dap^t diakses oleh setiap pembina Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi

Pa^ 155

(1) Dalam mewujudkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 154 ayat (1) setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan wajib mengelola subsistem informasi dan komunikasi 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan 
kewenangannya.

(2) Subsistem informasi dan komunikasi yang dibangun oleh 
setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terintegrasi 
dalam pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sistem Ihformasi dan Komunikasi

Pasal 156
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Pa^l 156
(1) Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi berbagai 

pemangku kepentingan, dikembangkan Sistem Informasi 
dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
meliputi sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan 
komunikasi, dan pusat data.

(2) Sistem terstruktur, jarinjgan informasi, jaringan komunikasi,
dan pusat data meliputi:; 
a. perencanaan; j

perumusan kebijakan; 
pemantauan; 
pengawasan; 
pengendalian; 
informasi geografi; 
pelacakan;
informasi pengguna Jalan; 
pendeteksian arus Lalu Lintas;
pengenalan tanda noinor Kendaraan Bermotor; dan/atau 
pengidentifikasian Kendaraan Bermotor di Ruang Lalu 
Lintas.

Bagian Keempat
Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi

b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.
i.
j-
k.

(1)

(2)

(3)

Pasal 157

Pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai pusat:
a. kendali;
b. koordinasi;
c. komunikasi;
d. data dan informasi terpadu;
e. pelayanan masyarakat; dan
f. rekam jejak elektronis untuk penegakan hukum. 
Pengelolaan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan pelayanan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, 
lancar, dan terpadu. j
Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan paling sedildt meliputi:
a. pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. dukungan tindakanj cepat terhadap pelanggaran, 

kemacetan, dan kecelakaan serta kejadian lain yang 
berdampak terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

c. analisis, evaluasi terhadap pelanggaran, kemacetan, dan
I

kecelakaan Lalu Lintas;
d. dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan 

secara langsung;
e. dukungan



e.

f.
g-
h.

1.
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dukungan pelayanari surat izin mengemudi, surat tanda 
nomor Kendaraan! Bermotor, dan buku pemilik 
Kendaraan Bermotor;
pemberian informasi hilang temu Kendaraan Bermotor; 
pemberian informasilkualitas baku mutu udara; 

dukungan pengendalian Lalu Lintas dengan pengaturan, 
penjagaan, pengawalan, dan patroli;
dukungan pengendalian pergerakan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan; dan
pemberian informasi tentang kondisi Jalan dan 
pelayanan publik.

Pa^ 158
Data dan informasi pada pusat kendali Sistem Informasi dan 
Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dapat 
diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 159

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan 
pelaksanaan yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan 
Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP 

Pa^ 160

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling 
lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini 
diundangkan. i

Pa^ 161

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Lalu Linta$ dan Angkutan Jalan di Kabupaten 
Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan iDaerah Kabupaten Boyolali Nomor 
10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 248), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku.

Pasal 162.......



-65-

Pasal 162

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal (p 2022

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 5 2022

BUPATI BOYOLALI, 

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR p

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SRUSUKARTININGSIH
Pemtfina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, 
PROVINSI JAWA TENGAH: (8-176/2022)



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR $ TAHUN 2022

TENTANG j

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 
DI KABUPATEN BOYpLALI

I. UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan 
pertumbuhan perekonomian di Daerati, diperlukan sistem Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman 
nyaman, berdaya guna dan berhasil guna.

Peranan dan penyelenggaraan | di sektor Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung 
pembangunan Daerah sebagai bagian dari upaya memajukan 
kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk 
memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung 
jawab. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem 
transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk 
mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran 
berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung 
pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah 
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta 
masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi 
Daerah.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Keija dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 
sebagai upaya untuk mendorong kemajuan penyelenggaraan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan di daerah yaitu dilakukan dengan cara 
memberikan kemudahan berusaha untuk mendorong investasi di 
bidang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu adanya 
keselarasan aturan serta koordinasi baik antara stakeholders, instansi 
terkait dilingkungan Pemerintah Kabiipaten Boyolali, maupun antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Pihak terkait, 
sehingga tercapai keseimbangan i antara pembangunan fisik 
Kabupaten dengan pembangunan sektor transportasi yang 
bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demildan penyelenggaraan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan akan dapat terselenggara dengan 
seksama, baik secara sarana, pembangunan dan hubungan yang
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pihak swasta dan masyarakatharmonis antara pihak pemerintah, 
pada umumnya,

Untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan 
Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sehingga perlu 
diadakan penyesuaian, dengan mengunifikasikan keseluruhan 
Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke dalam 
satu Peraturan Derah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
8
Cukup jelas.

Cukup jelas. 
10
Cukup jelas. 

11
Cukup jelas. 

12
Cukup jelas.

13
Cukup jelas.

14
Cukup jelas.

15
Cukup Jelas.

16
Cukup jelas.

17
Cukup jelas.

18
Cukup jelas. 

19

4 m
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Cukup jelas. 
20
Cukup jelas. 

21
Cukup jelas. 

22
Cukup jelas.

23
Cukup jelas.

24
Cukup jelas.

25
Cukup jelas.

26
Cukup jelas.

27
Cukup jelas,

28
Cukup jelas.

29
Cukup jelas.

30
Cukup jelas.

31
Cukup jelas,

32
Cukup jelas.
33
Cukup jelas.
34
Cukup jelas.
35
Cukup jelas.

36
Cukup jelas.
37
Cukup jelas.

38
Cukup jelas.

39
Cukup jelas.
40
Cukup jelas.
41
Cukup jelas.
42
Cukup jelas.
43

T- —imi'- -'



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal
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Cukup jelas.
44
Cukup jelas.
45
Cukup jelas.
46
Cukup jelas.
47
Cukup jelas.
48
Cukup jelas.
49
Cukup jelas.
50
Cukup jelas.
51
Cukup jelas.
52
Cukup jelas.
53
Cukup jelas.
54
Cukup jelas.
55
Cukup jelas.
56
Cukup jelas.
57
Cukup jelas.
58
Cukup jelas.

59
Cukup jelas.
60
Cukup jelas.
61
Cukup jelas.
62
Cukup jelas.
63
Cukup jelas.
64
Ayat (1)

Cukup jelas. 
Ayat (2)

Cukup jelas, 
Ayat (3)

Cukup jelas.

■ •- -": r

■i" •

: ’-":4



-70n

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Jalan kelas T adalah Jalan yang 
meliputi jalan arteri dan kolektor.

Yang dimaksud dengan “Jalan kelas U” adalah Jalan yang 
meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “Llalan kelas III” adalah Jalan 
meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66 I
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas. j

Pasal 68 I
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
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Cukup jelas.
Pasal 85

Cukup jelas.
Pasal 86

Ayat(l)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud “dalam keadaan tertentu” adalah keadaan 
dimana masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo 
sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar 
daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi atau 
Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak 
terpenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan dan terkena 
kewajiban uji.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.
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Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Ayat(l)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ihtermoda” adalah satu rangkaian 
angkutan penumpang dan/atau barang yang dilakukan oleh lebih 
dari satu moda angkutan.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas,

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
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Cukup jelas.
Pasal 125

Cukup jelas.
Pasal 126

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan perkotaan kecil” adalah 
kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria jumlah 
penduduk lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 
100.000 (seratus ribu) jiwa.

Huruf b I
Yang dimaksud dengan “Kawasan perkotaan sedang” adalah 
kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria jumlah 
penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 
500.000 (lima ratus ribu) jiwa.

Huruf c '
Yang dimaksud dengan “Kawasan perkotaan be sari’ adalah 
kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria jumlah 
penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Kawasan metropolitan” adalah 
kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria:
a) memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu 

juta) jiwa;
b) terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa 

kawasan perkotaan di sekitamya yang membentuk satu 
kesatuan pusat perkotaan; dan

c) terdapat keterkaitan fungsi antarkawasan perkotaan 
dalam satu sistem metropolitan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “Kawasan megapolitan”adalah 
kawasan yang ditetapkan dengan kriteria memiliki 2 (dua) 
atau lebih kawasan metropolitan yang mempunyai hubungan 
fungsional dan membentuk sebuah sistem.

Ayat (3) 

Ayat (4)
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Pasal

Pasal

127
Cukup jelas
128 
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas 

Pasal 130
Cukup jelas
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Pasal 131
Cukup jelas 

Pasal 132
Ayat (1)

Cukup jelas 
Ayat (2)

Huruf a j
Yang dimaksud dengan “pelayanan Angkutan orang 
dengan menggunakan taksi regular” adalah taksi yang 
menggunakan Kendaraah dengan batasan dari 1.000 cc 
(seribu centimeter cubic) sampai dengan 1.500 cc (seribu 
lima ratus centimeter ci^bic) dan dengan fasilitas standar 
pada Kendaraan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pelayanan Angkutan orang 
dengan menggunakan taksi eksekutif” adalah taksi yang 
menggunakan Kendaraan diatas 1.500 cc (seribu lima 
ratus centimeter cubic) | dan dengan fasilitas tambahan 
pada Kendaraan.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan I “Mobil Penumpang sedan yang 
memilild 3 (tiga) ruang” adalah Kendaraan Bermotor 
yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak 
permanen antara ruang mesin di bagian depan atau 
belakang, ruang pengemudi dan Penumpang di bagian 
tengah, dan ruang bagasi di bagian belakang atau depan. 

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang bukan sedan 
yang memiliki 2 (dua) ruang” adalah Kendaraan 
Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau 
tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan 
atau belakang dengan ruang pengemudi dan Penumpang 
dan/atau bagasi, Mobil Penumpang bukan sedan, 
misalnya Sport Utility \ Vehicle, Station Wagon, Multy 

Purpose Vehicle, Hatch Bftck, AU Purpose Vehicle.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 133

Cukup jelas 
Pasal 134

Ayat (1)
Cukup jelas 

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan ekonomi” adalah 
pelayanan minimal tanpa fasilitas tambahan atau dapat 
dilengkapi dengan fasilitas tambahan berupa pengatur suhu
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ruangan, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan 
dan kualitas pelayanan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pelayanan non ekonomi” adalah 
pelayanan dengan dilejngkapi fasilitas tambahan berupa 
pengatur suhu ruangan , tempat duduk yang dapat diatur 
[reclining seat), dan peturasan (toilet) untuk kenyamanan 
penumpang. i

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas

Pasal 154
Cukup jelas.



k

-76-

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasall56
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.
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